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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kesehatan reproduksi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), 

sebelum tahun 1960 beberapa konsensus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

tentang populasi tidak memfokuskan pada hak. Hak untuk menentukan jumlah 

dan jarak kelahiran anak mulai disebutkan pada Konferensi Hak Asasi Manusia 

I yang diadakan di Teheran pada tahun 1960. Pada tahun 1993 Konferensi Hak 

Asasi Manusia Kedua di Wina mulai mengalami kemajuan dalam hal hasil 

konvensi di Kairo dan Beijing yang menekankan pentingnya Hak Asasi 

Manusia dan menghapus segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis 

kelamin.1 

Tahun 1994 Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan 

Pembangunan di Kairo, Mesir yang mengatur pengendalian kependudukan 

untuk memberikan perawatan kesehatan reproduksi yang komprehensif bagi 

pria dan wanita sepanjang hidup mereka, termasuk hak-hak reproduksi mereka 

dan kesetaraan gender, serta tanggung jawab laki-laki dalam kaitan dengan 

kesehatan reproduksi.2 Setiap pasangan bebas memutuskan berapa banyak anak 

yang mereka inginkan, kapan mereka menginginkannya dan dalam keadaan 

seperti apa mereka menginginkannya. Mereka juga bebas mendapatkan 

pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi serta hak-hak reproduksi tanpa 

                                                             
1 Masrudi Muchtar, 2014, Bidan dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi di Indonesia, Cetakan  

  Pertama, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 59-60. 
2 Ibid, hal. 57. 
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diskriminasi atau paksaan.3 Kesehatan reproduksi menunjukkan keadaan yang 

sehat secara menyeluruh baik itu secara fisik, mental dan sosial. Bukan semata-

mata bebas dari penyakit atau cacat yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan 

proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan, serta berhak untuk mempunyai 

anak dan tidak mempunyai anak, berhak untuk hamil atau tidak hamil dan 

berhak menentukan jumlah anak seperti yang diinginkan.4  

Upaya perlindungan hak kesehatan reproduksi remaja secara umum 

termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan 

Reproduksi sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 71, Pasal 72, Pasal 

Pasal 136 dan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan yang menjabarkan upaya-upaya preventif dan wajib diberikan oleh 

pemerintah agar remaja memperoleh informasi, pendidikan, dan penyuluhan 

tentang kesehatan reproduksi yang benar dan tepat serta mampu 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pemerintah berkewajiban menyediakan 

fasilitas informasi dan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan dapat 

dijangkau sehingga pemeriksaan klinis kepada remaja dapat diberikan secara 

optimal.5   

Remaja adalah mereka yang berada dalam proses transisi dari masa 

kanak-kanak menuju dewasa. Menurut World Health Organization (WHO) 

                                                             
3Yati Afiyanti dan Anggi Pratiwi, 2016, Seksualiatas dan Kesehatan Reproduksi Perempuan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Promosi, Permasalahan dan Penanganannya Dalam Pelayanan Kesehatan dan Keperawatan,  

Cetakan Kedua, Jakarta: Rarawali Pers, hal. 16. 
4 Masrudi Muchtar, Op.cit, hal. 61-62. 
5 Ibid, hal. 66. 
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yang merupakan organisasi internasional, remaja adalah mereka yang berusia 

10 hingga 19 tahun. Dalam program Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan bahwa remaja adalah mereka 

yang berusia antara 10-24 tahun.6 Pengklasifikasian remaja hanya berdasarkan 

klasifikasi sesuai usia tidak membedakan remaja berdasarkan kondisi sosial-

psikologis yang berbeda.7  

Perubahan yang terjadi pada masa remaja dapat dilihat dari segi biologis 

yakni ketika anak memasuki masa pubertas. Pada remaja perempuan 

mengalami menstruasi pertama dan remaja putra mengalami mimpi basah. 

Pubertas menjadikan seorang remaja memiliki kemampuan untuk melakukan 

reproduksi. Terjadi juga perubahan fisik, perkembangan kognitif dan 

pembentukan nilai diri dari segi moral.8  

Perkembangan globalisasi saat ini membawa dampak negatif terhadap 

masalah kesehatan reproduksi yang dihadapi remaja. Masalah tersebut baik 

fisik, psikis dan sosial seperti penyakit karena berhubungan seksual, kehamilan 

usia muda, aborsi, memakai narkotika, psikotropika maupun zat-zat adiktif 

lainnya, merokok dan alkohol. Masalah yang tidak dapat ditanggulangi secara 

dini akan berdampak pada masa depan remaja dan menghancurkan masa depan 

bangsa. Remaja kekurangan sumber informasi yang mendasar tentang 

kesehatan reproduksi, keterampilan dalam menegosiasikan hubungan seksual 

dan akses ke layanan kesehatan reproduksi yang terjangkau dan terjamin. 

                                                             
6 Marmi, 2013, Kesehatan Reproduksi, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hal. 43. 
7 Sarlito Wirawan Sarwono, 2004, Psikologi Remaja, Jakarta: PT RajaGrafindo, hal. 10. 
8 Marmi, Op.cit, hal. 44-45. 
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Kekhawatiran tentang jaminan kerahasiaan atau persepsi remaja tentang sikap 

tidak menyenangkan dari petugas kesehatan semakin membatasi akses mereka 

ke layanan kesehatan tersebut.9 

Remaja merupakan aset penting bagi pembangunan nasional karena 

mereka adalah generasi penerus suatu bangsa. Kondisi kesehatan mereka 

mempengaruhi kemampuan remaja untuk berkontribusi pada negara, sehingga 

wajib diperhatikan dan dilindungi oleh negara. Negara harus menyediakan 

sumber atau saluran yang dapat diakses oleh remaja dalam memenuhi hak-hak 

mereka untuk memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang 

baik dan memadai sehingga mereka mampu mengatasi maupun terhindar dari 

informasi yang menyesatkan tentang kesehatan secara umum maupun 

kesehatan reproduksi secara khusus. 

Dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak,  menjabarkan bahwa 

materi pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana yang 

dimaksud adalah pengetahuan anak atau remaja terkait kesehatan reproduksi. 

Remaja harus memiliki pengetahuan tentang kesehatan seksualitas secara benar 

dan tepat. Selama ini pemahaman dan pengetahuan remaja masih cukup rendah 

bahkan remaja mengabaikannya. Lembaga pendidikan formal maupun informal 

cenderung memandang aspek kesehatan reproduksi dan seksualitas remaja 

                                                             
9 Endang Purwoastuti dan Elisabeth Siwi Walyani, 2015, Panduan Materi Kesehatan Reproduksi 

dan Keluarga Berencana, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hal. 16. 
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hanya sebatas pada fenomena biologis semata, bahkan belum ada kurikulum 

khusus tentang kesehatan reproduksi secara mendalam.10  

Negara menjamin agar remaja mampu tumbuh dan berkembang secara 

positif dan terbebas dari berbagai permasalahan yang mengancam kehidupan 

remaja.11 Setiap program harus bertujuan agar memberikan informasi yang 

tepat dan benar kepada remaja, mengizinkan diskusi secara terbuka yang 

mengeksplorasi sisi emosional dari suatu hubungan dan memberikan 

keterampilan untuk membantu remaja melakukan negosiasi dan memiliki 

perilaku positif terhadap kesehatan dan kesejahteraan seksual.12 

Kesulitan remaja untuk beradaptasi dengan kondisi perkembangannya 

tersebut dikarenakan tingginya tekanan teman sebaya serta mudahnya akses 

informasi yang tidak tepat sehingga menyebabkan remaja semakin rentan untuk 

melakukan perilaku beresiko. Salah satu perilaku beresiko yang dampaknya 

cukup mengkhawatirkan akhir-akhir ini adalah masalah seksualitas remaja.13  

Terdapat beberapa faktor maupun kendala yang dapat memberikan 

dampak buruk bagi kesehatan reproduksi remaja.  Faktor sosial, ekonomi, 

demografi, terutama tingkat kemiskinan, pendidikan yang cukup rendah. Selain 

itu budaya serta lingkungan misalnya praktek tradisional yang berdampak buruk 

                                                             
10 Miswanto, September 2014, “Pentingnya Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas pada 

Remaja”, Jurnal   Studi Pemuda. Vol. 3, 

https://jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/download/32027/19351, diakses pada tanggal 15 

Juni 2020, pukul 01.50 WITA. 
11 Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014, “Pedoman Standar   

Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)”, hal. 8,   

    http://kesga.kemenkes.go.id/image/pedoman.standar.nasional.PKPR.pdf, diakses pada tanggal 15   

    Juni 2020, pukul 01.40 WITA 
12 Kathy French, 2015, Kesehatan Seksual, Jakarta: Bumi Medika, hal. 210. 
13 Heni Trisnowati, 2018, Perencanaan Program Promosi Kesehatan, Yogyakarta: ANDI, hal. 242. 

https://jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/download/32027/19351
http://kesga.kemenkes.go.id/image/pedoman.standar.nasional.PKPR.pdf
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pada kesehatan reproduksi, seperti di beberapa daerah terpencil memiliki 

kepercayaan bahwa banyak anak banyak rejeki. Faktor psikologis berdampak 

pada ketidakharmonisan hubungan antara orang tua dan remaja, depresi karena 

ketidakseimbangan hormonal, faktor biologis diantaranya mengalami cacat 

sejak lahir dan cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit menular seksual.14 

Pengetahuan dasar yang dibutuhkan remaja agar memiliki kesehatan 

reproduksi yang baik yaitu melalui pengenalan sistem, proses dan fungsi organ 

reproduksi serta hak-hak reproduksi, usia kedewasaan yang dibutuhkan remaja 

untuk menikah dan merencanakan kehamilan sesuai keinginannya dan 

pasangannya. Menghindari obat-obatan berbahaya dan alkohol serta terhindar 

dari penyakit menular seksual, kekerasan seksual dan mampu berkomunikasi 

termasuk membangun kepercayaan diri untuk dapat mempertahankan diri dari 

hal-hal negatif.15 

Setiap tahun terdapat 15 juta remaja yang berusia 15-19 tahun telah 

melahirkan, 4 juta remaja melakukan tindakan aborsi. Secara global 40% dari 

semua kasus infeksi Human Immunodeficiency Virus/Acquired Deficiency 

Syndrome (HIV/AIDS) terjadi pada remaja berusia 15-24 tahun. Perkiraan 

terakhir yaitu dalam setiap hari terdapat 7.000 remaja yang terinfeksi 

HIV/AIDS.16 

                                                             
14 Hasdianah Hasan Rohan, 2015, Buku Ajar: Kesehatan reproduksi, Yogyakarta: Nuha Medika, 

hal. 1. 
15 Ibid, hal. 5. 
16 Endang Purwoastuti dan Elisabeth Siwi Walyani, Op.cit, hal. 15. 
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Tahun 2010 jumlah kaum remaja yang berusia  10-24 tahun berjumlah  

64 juta jiwa atau 27,6% dari 237.6 juta jiwa penduduk Indonesia.17 Hasil  Survei 

Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2012 menunjukkan 

28% dari remaja perempuan dan 24% dari remaja laki-laki mengkonsumsi 

minuman yang mengandung alkohol sebelum berusia 15 tahun. Remaja yang 

memakai narkotika, psikotropika dan zat adiktif yaitu 2.8% berusia15-19 tahun 

memakai narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Terdapat 7% dari remaja 

perempuan berusia 15-19 tahun pernah melahirkan, 35.3% dari remaja 

perempuan dan 31.2% dari remaja laki-laki yang berusia 15-19 tahun 

mengetahui bahwa perempuan dapat hamil jika berhubungan seksual satu kali. 

Selain itu, 41.2% dari perempuan dan 55.3% dari laki-laki berusia 15-19 tahun 

mengetahui bahwa HIV/AIDS dapat dikurangi jika melakukan hubungan seks 

hanya dengan orang yang tidak memiliki pasangan lain dan terdapat 9.9% dari 

perempuan dan 10.6% dari laki-laki yang berusia 15-19 tahun mempunyai 

pengetahuan yang komprehensif mengenai HIV/AIDS.18 

Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada Tahun 

2017 didapatkan 81% remaja wanita dan 84% remaja pria berpacaran. 45% 

remaja wanita dan 44% remaja pria yang berpacaran pada usia 15-17 tahun. 

Terdapat 99% wanita dan 98% pria berpendapat bahwa perlu mempertahankan 

keperawanan,  8% pria dan 2% wanita melakukan hubungan seksual, 59% 

wanita dan 74% pria melakukan hubungan seksual pertama kali pada usia 15-

                                                             
17 Wellina Sebayang, Destyna Yohana Gultam, Eva Royani Sidabutar, 2018, Perilaku Seksual 

Remaja, Yogyakarta: Deepublish, hal. 1. 
18 Ibid, hal. 8-9.                                         
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19 tahun. Wanita yang melaporkan kehamilan tidak diinginkan 12% dan 7% 

pria melaporkan mempunyai pasangan dengan kehamilan tidak diinginkan. 

Terdapat 23% wanita dan 19% pria mengetahui seseorang teman melakukan 

aborsi, 1% diantara mereka menemani atau mempengaruhi teman untuk 

melakukan aborsi.19 

Hasil penelitian dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia 

(PKBI) dan lembaga nirlaba On Track Media Indonesia (OTMI) tahun 2014 

terdapat 29-33% remaja di Nusa Tenggara Timur telah berhubungan seks 

sebelum menikah, sekitar 50% dari 581 kasus HIV/AIDS remaja Nusa 

Tenggara Timur (NTT) telah terjangkit HIV/AIDS.  Selain itu, 450 pelajar di 

16 sekolah yang berada di Kabupaten Kupang, rata-rata dari mereka 

mengatakan tidak tahu tentang kesehatan reproduksi, hampir setengah dari 450 

pelajar terekspos pornografi dari internet dan melakukan aktivitas seksual.20 

Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kupang pada tahun 2019 

menunjukkan bahawa jumlah terinfeksi HIV/AIDS menurut kelompok usia 

yang tercatat pada periode Juni 1997 sampai Desember 2018 menunjukkan 

kelompok usia 10-24 tahun berjumlah 75 orang yang terinfekasi HIV/AIDS.21  

Dalam profil kesehatan Kabupaten Kupang pada tahun 2015 upaya kesehatan 

                                                             
19 Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, 2019, “Kesehatan Reproduksi dan Nikah   

Dini”, Siaran Pers No. Rilis/071/b4/bkkbn/viii/2019. 

https://www.bkkbn.go.id/detailpost/kesehatan-reproduksi-dan-nikah-dini, diakses pada tanggal 

29 Juni 2020, pukul 12.20 WITA 
20Kanalsatu.com, 2015, “Hasil Survei, 31% remaja NTT Lakukan Sex-Pranikah”, 

http://kanalsatu.com/id/post/41026/hasil-survei-31-remaja-ntt-lakukan-sex-pranikah, diakses 

pada tanggal 15  Juni 2020, pukul 01.40 WITA. 
21 Badan Pusat Statistik Kabupaten Kupang, 2019,   

https://kupangkab.bps.go.id/publication/2019/08/16/b086aa5e1c1af027afee5eee/kabupaten-

kupang-dalam-angka-2019.html    diakses pada tanggal 28 Juni 2020, pukul 13.05 WITA. 

https://www.bkkbn.go.id/detailpost/kesehatan-reproduksi-dan-nikah-dini
http://kanalsatu.com/id/post/41026/hasil-survei-31-remaja-ntt-lakukan-sex-pranikah
https://kupangkab.bps.go.id/publication/2019/08/16/b086aa5e1c1af027afee5eee/kabupaten-kupang-dalam-angka-2019.html
https://kupangkab.bps.go.id/publication/2019/08/16/b086aa5e1c1af027afee5eee/kabupaten-kupang-dalam-angka-2019.html
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yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang salah satunya pelayanan 

kesehatan dasar yaitu pembinaan dan pelayanan kesehatan remaja, namun 

pelayanan kesehatan pada remaja belum dilakukan di semua puskesmas secara 

rutin.22 

Berdasarkan hasil pengamatan, remaja perempuan di Kelurahan 

Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, NTT banyak yang 

mengalami kehamilan diusia dini atau diluar nikah hingga mengakibatkan 

mereka putus sekolah dan sebagian dari mereka memilih untuk menikah di usia 

muda karena hamil akibat dari pergaulan yang bebas tersebut. Pada remaja laki-

laki sering duduk bersama sambil merokok dan pesta minuman keras yang 

memicu sering terjadinya tindak kekerasan atau pekelahian diantara mereka.  

Peran keluarga dalam komunikasi dengan remaja terbatas dalam hal-hal 

tertentu saja seperti mengajarkan anak untuk rajin sekolah dan rajin beribadah. 

Orang tua masih menganggap “budaya tabu” jika berbicara soal seksualitas. 

Orang tua anti dan malu mengajarkan anak terkait kesehatan seksualiatas 

dikarenakan juga tingkat pendidikan orang tua yang rendah serta kesibukan 

mereka di ladang maupun disawah. Pemerintah setempat dan masyarakat juga 

belum memperhatikan kelompok remaja dimana tidak terlihat adanya kegiatan-

kegiatan yang melibatkan peran serta remaja.  

Data kesehatan remaja yang didapatkan dari bidan di Puskemas 

Pembantu Tuatuka pada tahun 2019 terdapat kasus 27 kehamilan di bawah usia 

                                                             
22 Profil Kesehatan Kabupatan Kupang Tahun 2016 (Data 2015).  

    https://www.depkes.go.id/resources/profil/profil_kab_kupang.pdf, diakses pada tanggal 28 Juni   

    2020, pukul 14:03 WITA 

https://www.depkes.go.id/resources/profil/profil_kab_kupang.pdf
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20 tahun, sedangkan pada tahun 2022 tercatat lima kehamilan pada remaja. 

Selain itu Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Oesao 

tidak dimanfaatkan oleh remaja. Permasalahan yang terjadi terhadap remaja 

dikarenakan kurangnya pengetahuan terkait proses reproduksi, kurang menjaga 

kebersihan alat reproduksi. Selain itu, orang tua dan masyarakat masih 

beranggapan bahwa seksualitas itu hal yang tabu untuk dibicarakan secara 

terbuka serta malu memberikan penjelasan kepada remaja. Data penyakit IMS 

(Infeksi Menular Seksual) di Kabupaten Kupang pada tahun 2019 hingga 2021 

berjumlah 276 kasus pada kelompok usia 15-49 tahun dan menduduki urutan 

ke 11 dari 22 kabupaten di NTT. Data penyakit IMS di Puskesmas Oesao 

terdapat 57 kasus, terbanyak pada kelompok usia 15-25 tahun.  

Upaya yang dilakukan dalam pemeliharaan kesehatan remaja bertujuan 

agar remaja mampu mempersiapkan diri menjadi orang dewasa yang sehat serta 

produktif secara sosial maupun ekonomi dan bebas dari gangguan kesehatan 

yang dapat menghambat kemampuan remaja menjalani kehidupan 

reproduksinya. Pemerintah wajib memberikan jaminan kepada remaja untuk 

memperoleh informasi, eduksi dan layanan kesehatan sesuai dengan 

pertimbangan moral nilai agama dan berdasarkan ketentuan perundang-

undangan.23 Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Kajian Hukum tentang Praktik Perlindungan Hak 

Kesehatan Reproduksi Remaja di Kelurahan Tuatuka”. 

 

                                                             
23 Soekidjo Notoatmodjo, 2018, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 80. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hak kesehatan reproduksi remaja 

di Kelurahan Tuatuka? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hak kesehatan reproduksi remaja 

di Kelurahan Tuatuka? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hak kesehatan reproduksi 

remaja di Kelurahan Tuatuka.  

2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hak kesehatan reproduksi 

remaja di Kelurahan Tuatuka. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan peran Dinas 

Kesehatan Kabupaten Kupang dalam penyusunan program pelayanan 

kesehatan reproduksi remaja. Pihak puskesmas dan pihak sekolah 

diharapkan untuk bekerjasama melaksanakan program PKPR. Orang tua 

dan masyarakat diharapkan untk lebih memperhatikan remaja dengan 

menanamkan nilai etika dan moral sejak dini sehingga remaja terhindar dari 

berbagai masalah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya. 
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2. Manfaat Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan 

keilmuan dibidang kesehatan khususnya kesehatan reproduksi remaja serta 

dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penulisan penelitian ini ada dua aspek yakni aspek yuridis 

dan aspek sosiologis. Aspek yuridis akan melihat serangkaian pengaturan 

hukum yang berkaitan dengan praktik perlindungan hak kesehatan 

reproduksi remaja, sedangkan pada aspek sosiologis akan melihat gejala 

hukum dari kajian yang kecil meliputi aspek sosial, budaya, maupun agama 

dalam penerapannya bagi remaja di Kelurahan Tuatuka.  

Metode pendekatan yuridis sosiologis membahas aspek yuridisnya 

dan sekaligus membahas aspek-aspek sosial, yang berarti menggunakan 

pendekatan ilmu sosial untuk memahami dan menganalisis sebuah hukum 

sebagai gejalanya.24 

2. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini akan melihat gambaran terkait praktik perlindungan 

hak kesehatan reproduksi remaja di Kelurahan Tuatuka yang kemudian di 

analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Spesifikasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat 

                                                             
24 Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 51. 
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eksplanatoris. Penelitian eksplanatoris berarti melihat hubungan antara dua 

gejala atau melihat hubungan sebab-akibat dua variabel.25 

3. Variabel Penelitian  

Variabel bebas di dalam penelitian ini yakni praktik perlindungan 

hak kesehatan reproduksi remaja, sedangkan variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah hak kesehatan reproduksi remaja di Kelurahan 

Tuatuka.  

Varibel bebas adalah variabel yang menyebabkan timbulnya atau 

berubahnya variabel dependen atau terikat. Sehingga variabel bebas dapat 

dikatakan sebagai variabel yang mempengaruhi.26 Variabel terikat atau 

variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas 

atau variabel independen.27  

4. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu: 

a. Data primer yaitu data dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang 

didapatkan langsung dari narasumber dan responden di lapangan.28 

b. Data sekunder adalah data yang sudah diolah oleh peneliti yang lain 

maupun data yang didapat dari pihak kedua yaitu dari Badan Pusat 

Statistik, Survei Riset Indonesia, Peraturan Daerah Nusa Tenggara 

                                                             
25 Agnes Widanti, 2015, Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Semarang: Magister 

Hukum Kesehatan, Fakultas Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata, hal. 8. 
26 Ari Setiawan dan Saryono, 2011, Metodologi Penelitian Kebidanan DIII, DIV, S1, dan S2, 

Yogyakarta: Nuha Medika, hal. 100. 
27 Jenita Doli Tine Donsu, 2019, Metodologi Penelitian Keperawatan, Yogyakarta: Pustaka Baru 

Pers hal. 169. 
28 Luknis Sabri dan Sutanto Priyo Hastanto, 2014, Statistik Kesehatan, Edisi Pertama, Cetakan 

Kedelapan, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 6. 
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Timur dan Profil Kesehatan Kabupaten Kupang yang diakses dari 

internet.29  

1) Bahan hukum primer ini didapatkan dari bahan-bahan hukum dan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan 

reproduksi.30  

Bahan hukum primer dalam penelitian ini: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (1948); 

c) Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan 

Pembangunan (1994); 

d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

e) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan 

Reproduksi;  

f) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang 

Upaya Kesehatan Anak; 

g) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, 

Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan 

Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual. 

h) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin 

dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. 

                                                             
29 Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2011, Metodologi Penelitian, Bandung: CV. Mandar Maju, 

hal. 73. 
30 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1885, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 

Jakarta: Rajawali Press, hal. 14. 
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i) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 

j) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/Menkes/90/2019 tentang Pedoman Nasional 

Pelayanan Kedokteran Tata Laksana HIV. 

k) Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah. 

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh baik dari 

buku hukum, buku kesehatan reproduksi, jurnal penelitian, hasil 

penelitian tesis yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, dan 

buku-buku tentang metodologi penelitian.31  

3) Bahan hukum tersier memberikan informasi tentang bahan hukum 

primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

online, kamus hukum dan ensiklopedia yang terkait dengan 

kesehatan reproduksi.32 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 

beberapa cara, yaitu: 

 

 

                                                             
31Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2019, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),   

   Edisi 1, Cetakan 19, Depok: Rajawali Press, hal. 13. 
32Ibid. 
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a. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk mencari bahan-bahan atau data 

sekunder.33 Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari berbagai 

macam sumber informasi yang ditemukan dalam buku, artikel, jurnal, 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kesehatan 

reproduksi remaja. Dalam hal penulis membaca serta mengutip dan 

mengidentifikasi data sesuai dengan pokok pembahasan serta ruang 

lingkup penelitian ini. Tujuan dilaksanakannya studi pustaka adalah 

untuk memperoleh data sekunder tentang perlindungan hak kesehatan 

reproduksi remaja di Kelurahan Tuatuka. 

b. Studi Lapangan 

Data lapangan diperoleh melalui informasi dan pendapat dari 

narasumber dan responden. Studi lapangan ini bertujuan untuk 

mendapatkan data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh 

metode survai melalui wawancara. Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh data berupa tanggapan atau respon dari narasumber maupun 

responden terkait praktik perlindungan hak kesehatan reproduksi remaja 

di Kelurahan Tuatuka. Narasumber dalam penelitian ini adalah remaja, 

orang tua, masyarakat, tenaga kesehatan, guru, pemerintahan setempat 

dan ahli hukum kesehatan.34  

 

                                                             
33 Agnes Widanti, Op.cit, hal. 9. 
34 Suyanto, 2011, Metode dan Aplikasi Penelitian Keperawatan, Yogyakarta: Nuha Medika, hal. 49. 
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6. Metode Analisis Data 

Data berupa uraian naratif yang diperoleh dari hasil wawancara 

kepada narasumber dan responden tentang upaya-upaya maupun tindakan 

terhadap perlindungan hak kesehatan reproduksi remaja di Kelurahan 

Tuatuka terkait dengan aturan-aturan hukum yang menjabarkan tentang hak 

kesehatan reproduksi remaja baik dari segi pengaturan hukum tersebut dan 

bagaimana pelaksanaannya terhadap pemenuhan hak kesehatan reproduksi 

remaja. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori-teori 

perlindungan hukum serta peraturan yang terkait dengan kesehatan 

reproduksi remaja dan selanjutnya dilihat pelaksanaanya di lapangan.  

Pengambilan kesimpulan dilakukan secara induktif kemudian data 

penelitian tersebut dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah  

cara menganalisis data berupa uraian narasi tidak berdasarkan kaidah 

statistik ataupun angka. Analisis tersebut dilakukan guna membangun 

pengetahuan melalui fenomena dan temuan unsur-unsur baru di lapangan.35 

F. Sistematika Tesis 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah penelitian, perumusan 

masalah, tujuan penilitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan penyajian 

tesis. 

 

                                                             
35 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Jakarta: UI Press, hal.  

    32. 
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Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka terkait teori-teori yang yang 

dipakai dalam penelitian ini yaitu hak-hak reproduksi, kesehatan reproduksi, 

kesehatan reproduksi remaja dan perlindungan hak kesehatan reproduksi 

remaja serta teori perlindungan hukum. 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan. 

Diuraikan dari lokasi penelitian sampai pembahasan sesuai dengan hasil 

wawancara dari narasumber dan responden di lapangan kemudian dianalisis 

dengan menggunakan teori perlingungan hukum yang merupakan upaya 

praktik perlindungan hak kesehatan reproduksi remaja di Kelurahan Tuatuka. 

Bab IV Penutup 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari perumusan masalah dalam 

penelitian ini, kemudian peneliti memberikan saran sebagai sumbangan 

pemikiran dari penulis terkait kajian hukum tentang praktik perlindungan hak 

kesehatan reproduksi remaja bagi pihak-pihak yang berkepentingan.  
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